




d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalarn huruf a, huruf b, dan huruf c, 
perlu mernbentuk Peraturan Daerah tentang 
Penataan Pembangunan dan Penggunaan 
Bersama menara Telekomunikasi; 

1. Undang-Undang Nomor .5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran 
Negara Republik · Indonesia Tahun 1960 Nomor 
104, · tarnbaharr 'Lernbaran · · Negara · Republik 
Indonesia Nornor 2043); 

2. Undang-Undang Nomor 8. Tahun.19.81 tentang 
. Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun , 1981 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3209) 

3, Undang-Undang Nornor 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan ·, Praktek .: Monopoli dan Persaingan 
Usana Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik 

. .Indonesia Tahun 1.999 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara .Republik Indonesia Nomor 
3$17); ' . 

4, JUrtdang-Uni�2� N(Lomor 18 Tahun 1999 tentang I. · '  ·  asa Konstr uksi · · embaran Negara Republik ! · 
Indonesia· Tahun 1999 Nornor 54, Tambahan 
.Lembaran· .Negara: Republik Indonesia Nomor 
3833); . .  

·  ·  5. · Undang-Undang Nomdr -3ti Tahun 2002 tentang j · 
·· ·· Telekomunikasi ., (Lembaran Negara Republik : 
: :·-Indonesia:. Tahun.1999:,Nomor 154, Tambahan !,. 

·-Uembatan Negararkepublik Indonesia .Nomor ) 
: 3881);. -. , 

. ········-·-·-·---- 
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7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4247); 

6. Undang-Unuang Nomor 11 Tahun 2002 tentang 
. Pembentukan Kabupaten 'Mamasa dan Kota 

Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nornor 24, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 4186); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang 
Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran 
Negara Republik.Indonesia Nomor 4252; 

9.- Undang-Undang Nomor 10 .  Tahun 2004 tentang 
Pembentukan . Peraturan. Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indoriesia Tahun 
2004 . Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 4389; 

10. Undang-Undang Noni.or 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

. Indonesia Nomor .125, Tambahan Lembaran 
, :Negara Republik. Indonesia Nomor 4437), 

. sebagaimana, telah .diubah · kedua kali dengan 
Undang-Undang -Nomor 12· Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas. Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
-Lembaran.Negara Repulik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

· Indonesia Nomor 4844); , · 
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c. Spesifikasi teknis struktur atas menara meliputi : 
1. beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan); 

: 2. beban serrientara (angin dan gempa);' 
3. beban khusus, beban maksimum menara; 
4. sistem konstruksi, ketlnggian-menara: dan · 
5. proteksi terhadap petir. 

Pasal i6 
(1) Proses penelitian dan pemeriksaan dokurnen administrasi dan 

dokumen teknis paling . .Iama . diselesaikan s (Hrna) hari kerja 
terhitung sejak dokumen administrasi dan dokumen teknis 
diterirna serta dinyatakan lengkap. . . . . . . ' . . . . 

(2) Dalam hal . dokumen administrasi dan dokumen teknis yang 
. diterirna . belum lengkap, . Pemerintah . Kota ' Paiopo wajib 

menyampaikan informasi kepada pernohon paling lama 5 (lima) 
hari kerja terhitung sejak dokurnen diterima. . . . . . 

(3) Izin Mendirikan Bangunan Menara diterbitkan paling lama 10 
(sepuluh) hari kerja terhitung sejak dokumen admi_nistrasi dan 

. .  dokumen rencana teknis disetuju]. 
:(4) �daik� fungsi :bangii�."ine�ra yang berdiri di a�ap: tanah 

dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) . tahun, kecuali 
terjadi kondisi darurat, dan melaporkan hasil pemeriksaan kelaikan 
fungsi bangunan menara kepada Walikota secara .berkala, setiap 

. tehui;i._ . . ,. . . . . ,. · . . .. . . . . . .  ·  •  .. . . .  
(5) Kelaikan .fungsi IJan�n 11\E!lla.a. yang . menjadi .satu kesatuan 

konstruksi dengan bangunan gedimg mengikuti . .  ketentuan 
peraturan perundang-undangan .bangunan geclung:, . . .  .  .  .· 

(6) Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana ci\ffia'(<sud pada 
ayat (3) berlaku tanpa batas waktu sepanjang tidak ad*. perubahan 
struktur atau perubahan konstruksi menara. · · · 

Pasal 17 
(1) Penyelenggara telekomunikasi .sebagalmana dimasud daiam Pasal 

9 ayat (2) huruf a dapat menempatkan: : . . . .  :  :.· 
a. antena di a tas:  bangunan gedung.: dengan kednggian · sampai 

dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung 
sepanjang tidak melampaui ketinggian -maksimum-selubung 
bangunan gedung yang diizinkan;- dan konstruksi -bangunan 
gedung mampu mendukung beban antena; dan/atau: 
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b. antena yang melekat pada 'bangunan lainnya seperti pa] 
rekelarne, liang, lampu -'pehetangan . jalah dan- sebagair 
sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung be' 
antena. : ': ' . . 

(2) Penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurt 
· '· · · dan huruf b tidak mernerlukan Izin, · ·· 

(3) Lokasi dan penempatan antena sebagaimana 'dimaksud p 
ayat(l) wajib memenuhi ketentuan rencana tata ruang wilayah, 
keselamatan bangunan.serta memenuhi unsur estetika. 

. : .  Pasal 18 
(1) Pemerintah Daerah menetapkan ·'pola persebaran menara y 

didasarkan pada rencana tata ruang wilayah. 
(2) Setiap pembangunan menara harus sesuai dengan pola perseba 

menara sebagaimaria dimaksud pada ayat (1 ). 
(3) Penetapan pola persebaran .menara sebagaimana dimaksud p 

ayat (1) tidak membatasi hak masyarakat untuk mendapat 
· 'Iayanan telekomunlkasl, · . . · · 

(4)· Pola'persebararrrnenara sebagaimana 'dimaksud pada ayat'[I] · 
r . ·.: "diatur dengan Peraturan Wiilikota, > 

Pasal 19 
Setiap 5 (lima) tahun sekali.rpolapersebaran menara sebagairr 
dimaksud' · dalam' Pasal 18 •· dilakukan' evaluasi oleh · SIG;'D ·y 
menangani bidang tataruang.: )'': .. ,. : , . . ' . : . • .  :  .  ·, " . 

. . . . .  r . : .  · ·  . : ;  :····· · ,., . .  · , ·  . . .  .' ·p�al20 . ,, ··' ':: 

(1) Pemerintah Daerah memungdt'retdbusi-terhadap Izin Mendiri 
· .t Bahgurtan : Menara- ·yang,· besarannya' .. disesuaikan«- den 

penghitungan '�rd!ISIU'ka'n:,!tiilgkaf penggunaarr' jasa- p'elaya 
perizinan darifuempertitrtbangkan' tingkat kemampuan ,fu:asyan 
setempat. 

(2) Retribusi Izin Mendirikaii. · 'Bangunan Menara sebagairr 
: 'dimaksud pada: 'ayaf (l)"mengacu • pada ketentuan': peran 

perundan1fc'.uidari:gan ,yar;g berlakri:'': <' · · • '·""" : ·" · ' : '' • : 
i -.;"::f�:;.··:··:•.: ,'.:1'!  .:.:-1:. '.: .. ·. :•{! . •  : � ; . .  ' '  ' , ' i· : · . ·,, ,, : .r - :  :.,(·,('·'. ; .. ,•.: 

' . . ,;; '. ·. :J:' '· .,,,· . . .  
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